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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Desa merupakan satuan terkecil dalam susunan pemerintahan, karena desa berkaitan 

langsung dengan masyarakat. Desa memiliki wewenang dalam mengatur dan mengelola 

kepentingan sosial yang ada di desa setempat dan berperan dalam mewujudkan desa yang 

sejahtera, adil dan makmur. Hal ini tercantum dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa yang menjelaskan bahwasannya desa memiliki keleluasaan dalam hal mengatur dan 

mengelola pemerintahan serta sumber daya yang dimilikinya dimana dalam pelaksanaan 

pengaturan desa tersebut dilakukan oleh pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa. Pada 

tingkat desa, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan desa yang maju. 

Peran pemerintah disini yakni salah satunya sebagai penyelenggara pelayanan publik, hal tersebut 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa salah satu pengaturan 

tentang desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat (Panjaitan et al., 

2019). 

Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 tentang Pelayanan Publik 

menjelaskan bahwasannya “Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga 

negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan adminsitratif yang disediakan 

penyelenggara pelayanan publik”. Jadi pelayanan publik adalah semua layanan yang disediakan 

oleh pemerintah sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat karena pada hakikatnya 

pemerintah merupakan penyedia layanan publik. Sebagai penyedia layanan publik pemerintah 

harus berkomitmen agar dapat menyediakan pelayanan publik yang berdasarakan pada prinsip 

pelayanan publik yang baik dengan menerapkan akuntabilitas, tranparansi dan profesionalitas. 

Tersedianya pelayanan publik yang berkualitas diharapakan dapat meningkatkan 

kepercayaan kepada pemerintah oleh masyarakat. Seluruh instansi pemerintah diharapkan agar 

selalu berupaya dalam menjaga dan memperbaiki kualitas pelayanan publik serta menyediakan 

pelayanan yang lebih baik dan berkualitas untuk masyarakat. Tujuan dari pelayanan pablik yakni 

sebagai sarana pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajiban serta 
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meningkatkan kesejahteraan yang menghasilkan susunan masyarakat yang adil dan makmur. 

Namun saat ini banyak dijumpai penyelenggaraan pelayanan publik yang kurang berkualitas 

karena birokrasi yang kompleks, pelayanan yang terkesan ribet dan praktik pelayanan yang tidak 

efisien dan efektif, adapun pada proses pemberian pelayanan publik masih dijumpai praktik KKN. 

Oleh karena itu pemerintah harus memperhatikan terkait dengan kualitas pelayanan publik yang 

diberikan kepada masyarakat. 

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan suatu upaya dari instansi pemerintah untuk 

memberikan kepuasan terhadap penerima layanan yakni masyarakat karena hakikat utama dari 

pelaksanaan pelayanan adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat. Hal ini merupakan 

dampak dari fungsi aparat negara sebagai pelayanan masyarakat, karena itu kedudukan aparatur 

pemerintah dalam pelayanan umum (public service) sangat strategis karena akan menentukan 

sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Pelaksanaan 

pelayanan publik yang sebagai dampak dari tugas pokok dan fungsi pemerintah dalam birokrasi 

umum maka peningkatan pelayanan publik merupakan suatu upaya pemerintah untuk meningkat 

taraf pelayanan publik ke jalur yang benar sehingga anggapan pada pelayanan yang baik akan 

sampaikan oleh penerima layanan (Lanak, 2021). 

Dalam pelaksaan pelayanan publik hal utama yang di pahami adalah bagaiman standar dari 

suatu pelayanan itu akan menjadi suatau layanan yang berkualitas dan bermutu sebagaimana 

mestinya suatau layanan yang menjadi suatu ukuran utama. Standar pelayanan adalah suatu tolok 

ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian 

kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat 

(Hayati, 2017). Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa standar dari suatu layanan yang 

akan mendapatkan penilaian yang baik adalah suatu tolak ukur utama dari suatu komitmen 

pelayanan yang baik sehingga kepuasaan masyarakat sebagai penerima layanan akan terpenuhi 

dan pelaksaan dari suatu standar pelayanan itu sendiri akan menjadi lebih baik. Sebagai tolak ukur 

dari suatu pemberian pelayanan yang berkualitas maka komitmen dan tanggungjawab pemberi 

layanan harus di gunakan sebagai acuan sehingga dalam proses penyelenggaraan pelayanan dapat 

dilakukan dengan baik. Dalam hal ini dibutuhkan peran pemerintah desa selaku penyedia dan 

penyelenggara pelayanan publik yang ada di desa. 
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1.2 Tujuan Magang 

1. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori yang telah dipelajari di bangku peruliahan secara 

langsung. 

2. Sebagai sarana bagi mahasiswa  untuk belajar dan mengembangkan diri melalui kegiatan di 

luar kelas perkuliahan 

3. Sebagai sarana bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman dan pemahaman tentang 

lingkungan kerja, bagaimana bekerja sama dengan tim dan besosialisasi dengan staf yang ada 

didalam lingkungan kerja. 

1.3 Manfaat Magang 

Magang mempunyai manfaat bagi mahasiswa, perguruan tinggi, dan perusahaan. Adapun 

manfaat kuliah kerja praktek/magang tersebut antara lain: 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Untuk merealisasikan ilmu yang didapat di bangku kuliah 

b. Bertambahnya wawasan dan pengetahuan tentang dunia kerja 

c. Melatih rasa tanggung jawab dan mentalitas mahasiswa dalam bekerja 

d. Sebagai pembanding antara ilmu yang di miliki Mahasiswa dengan kebutuhan dunia kerja 

2.  Bagi Akademisi 

a. Supaya upaya sosialisasi penerapan keilmuan antara Universitas dengan instasi 

b. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang mampu bersaing 

c. Membina hubungan baik dengan perusahaan atau instansi yang terlibat 

1. Bagi Pemerintah Desa 

a. Membina hubungan baik dengan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi 

b. Dapat membantu meringankan tugas-tugas perangkat desa 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Desa 

Menurut Peen.RH Unang Soenardjo Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan 

adat dan hukum adat yang menetap dalam suatau wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki 

ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama 

memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang 

dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan 

rumah tangga sendiri (Flambonita et al., 2021) 

Pengertian desa menurut UU.No. 6 Tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang 

disbeut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah masyarakat hukum yang meiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional 

yang diakui dan dihormati dalam dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2.1.2 Masyarakat 

Menurut Karl Marx masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami ketegangan 

organisasi maupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok- kelompok yang 

terpecah secara ekonomi. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama 

dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan Ini akan tercipta 

apabila manusia melakukan hubungan, Mac Iver dan Page mengatakan bahwa masyarakat adalah 

suatu system dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antar berbagai kelompok, 

penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia (Prasetyo & 

Irwansyah, 2020) 

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang berinteraksi 

dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, 

mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. 
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2.1.3 Pelayanan Publik 

Pelayanan publik menurut Sinambela adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan dan menawarkan kepuasan 

meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. (Suandi, 2019) 

Berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik, Pelayanan 

public adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan,pembinaan,bimbingan, penyediaan 

fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan 

kebutuhan kepada masyarakat seketentuan perundang-undangan yang berlaku. pelayanan publik 

tidak terlepas dari masalah kepentingan umum. Pelayanan publik dibutuhkan masyarakat guna 

menunjang berbagai kebutuhannya. 

2.1.4 Kualitas Pelayanan Publik 

Menurut lovelock, kualitas pelayanan publik adalah suatu tingkat keunggulan yang 

diarapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi pelanggan (Suandi, 

2019). Jadi bisa kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi yang berbungan dengan seberapa 

jauh pihak penyedia jasa dimana yang berperan disini yakni pemerintah desa dalam memberikan 

pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat. 

2.2 Analisis 

Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

pemerintah di pemerintah desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, peneliti 

menggunakan lima dimensi kualitas pelayanan public yang dikembangkan oleh Zeithmal 

(Panjaitan et al., 2019) 

2.2.1 Dimensi Tangible (berwujud) 

Dimensi tangible adalah adanya fasilitas fisik, peralatan, pegawai dan sarana komunikasi 

dalam pelayanan. Jika masyarakat melihat dimensi ini sebagai pengguna pelayanan yang baik, 

mereka menilai baik dan puas dengan pelayanan yang diberikan oleh para aparatur desa. Disisi 

lain, jika dimensi ini mempersepsikan tempat itu buruk, maka masyarakat berhak memberikan 

peringkat buruk dan tidak puas dengan layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan.  

Penampilan penyelenggara pelayanan memiliki pengaruh terhadap kualitas pelayanan yang 

diberikan, mengenai penampilan penyelenggara pelayanan, petugas pelayanan yang berkedudukan 
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di Pemerintah Desa Permisan berpenampilan rapi dan berseragam sesuai dengan peraturan yang 

telah ditetapkan. Penampilan memiliki pengaruh yang besar terhadap proses pelayanan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan, pekerja layanan memaksimalkan penampilannya untuk 

melayani pengguna layanan sehingga tujuan akhir kepuasan tercapai. Kenyamanan lokasi tempat 

pelayanan diberikan dan kenyamanan lokasi proses pelayanan sangat penting bagi pengguna jasa, 

lokasi pelayanan juga berpengaruh terhadap kualitas pelayanan, karena penyedia layanan public 

perlu menyediakan tempat yang nyaman bagi pengguna layanan agar pengguna layanan tidak 

merasa terbatasi ruang, pada pemerintah desa permisan sudah menyediakan tempat yang nyaman 

seperti ada AC dan tempat duduk yang memadai dan mencukupi. Oleh karena itu, kepala desa 

harus memperhatikan kenyamanan pengguna jasa, jika ruang yang ditawarkan nyaman maka 

pengguna jasa akan merasa nyaman dalam proses pelayanan. 

2.2.2 Dimensi Reliability 

Dimensi keandalan (reliability) mengacu pada kemampuan entitas jasa untuk memebrikan 

jasa yang dijanjikan secara cepet dan memuaskan, keandalan dapat diartikan sebgai beroperasi 

dengan benar sesuai dengan metode kerja, standar pelayanan dan waktu yang dijanjikan. 

Standar pelayanan yang jelas, satandar pelayanan merupakan tolak ukur yang menjadi 

pedoman penyelenggaraan pelayanan dan sebgaai acuan dalam penilaian mutu pelayanan sebagai 

kewajiban kepada masyarakat. standar ini meliputi prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya 

pelayanan, produk pelayanan, infrastruktur dan keahlian personel, namun sebagian masyarakat 

tidak mengetahui tingkat pelayanan publik, pada pemerintah desa permisan sudah sesuai SOP 

dalam memberikan pelayanan Standar pelayanan yang jelas sangat penting untuk memandu 

petugas dalam melayani masyarakat karena dengan mengacu pada standar pelayanan maka proses 

pelayanan berjalan dengan baik dan tujuan pelayanan tercapai.  

2.2.3 Dimensi Responsive  

Dimensi responsiviness (ketanggapan) yaitu sikap tanggap dalam pemyampaian layanan 

yang dibutuhkan dan pelaksanaan layanan yang cepat dalam jadwal yang dijanjikan. Kecepatan 

pelayanan merupakan tanggungjawab petugas dalam memebrikan pelayanan yang dibutuhkan 

oleh pengguna jasa. Daya tanggap ini berkaitan dengan dua hal, yaitu akal sehat dan cara berpikir 

aparatur terhadap pengguna jasa. 



7 
 

 
 

Tugas penyelenggara pelayanan publik adalah untuk menanggapi kesulitan yang dirasakan 

oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Masyarakat merasa dihargai ketika 

penyelenggara pelayanan mampu memberikan respon yang baik, karena respon yang baik berarti 

sesutau yang positif bagi kualitas pelayanan publik. Para penyelenggara pelayanan memberikan 

respon dan reaksi terhadap masyarakat dengan baik. Hal ini dapat dilakukan dengan menjawab 

atau menanggapi setiap keluhan dari pengguna layanan merupakan penilaian yang baik bagi 

pegawai dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pemerintah Desa Permisan. Pada 

pemerintah desa permisan Petugas pelayanan bertindak cepat. Pelayanan tepat waktu dan tepat 

waktu adalah kesesuaian antara pelayanan yang diberikan oleh pekerja dengan pelayanan yang 

dibutuhkan oleh pengguna pelayanan, serta dilaksanakan dengan cepat dan baik, pada akhirnya 

untuk mencapai kepuasan masyarakat. Para pekerja layanan dengan cepat menyelesaikan tugas-

tugas dalam proses layanan, membuat pengguna layanan merasa puas dan senang. Keluhan dari 

pengguna jasa dalam proses pelayanan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang kurang baik 

dalam proses pelayanan.  

2.2.4 Dimensi Assurance 

Dimensi assurance (jaminan) adalah tingkat pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan 

kehandalan pegawai yang bebas dari bahaya, resiko dan keragu-raguan. Jaminan adalah upaya 

untuk melindungi masyarakat terhadap risiko yang dapat menyebabkan terganggunya struktur 

normal kehidupan. Di Pemerintah Desa Permisan, aparatur membuat jaminan layanan tepat waktu 

setelah staf menyelesaikan tepat waktu, jika tidak selesai dalam satu hari, aparatur menjamin biaya 

layanan. Ketika datang untuk mengurus kebutuhan semua orang, merawat mereka tidak ada biaya. 

Tergantung surat apa yang dibutuhkan pengguna jasa. Berkat adanya jaminan biaya bagi pegawai 

jasa, pengguna jasa tidak perlu mengeluarkan uang untuk mengurus kebutuhannya.  

 

 

 



 
 

8 
 

BAB III 

KESIMPULAN DAN SARAN 

3.1 Kesimpulan 

Kualitas pelayanan Pemerintah Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dapat 

dievaluasi berdasarkan 4 dimensi yaitu berwujud, Keandalan, Tanggung Jawab, jaminan. Di 

pemerintah desa Permisan sudah dikatakan maksimal dalam pelayanan. Pertama, dimensi 

Dimensi tangible, dimana petugas pelayanan yang berkedudukan di Pemerintah Desa Permisan 

berpenampilan rapi dan berseragam sesuai dengan peraturan , kemudian keyamanan lokasi tempat 

pelayanan yang diberikan dan kenyamanan lokasi proses pelayanan sangat sesuai. Kedua, dimensi 

reliability (keandalan) Standar pelayanan yang jelas sangat penting untuk memandu petugas dalam 

melayani masyarakat, pemerintah desa permisan sudah sesuai SOP dalam memberikan pelayanan. 

Ketiga, dimensi responsiviness dilihat dari pemberian pelayan yang tepat waktu  melalui 

kesesuaian antara pelayanan yang diberikan oleh pekerja dengan pelayanan yang dibutuhkan oleh 

pengguna pelayanan, serta dilaksanakan dengan cepat dan baik, pada akhirnya untuk mencapai 

kepuasan masyarakatpada pemerintah desa permisan Petugas pelayanan bertindak cepat dan 

responsive. Keempat, dimensi assurance (jaminan) Staf memberikan jaminan layanan tepat 

waktu. Di Pemerintah Desa Permisan, aparatur membuat jaminan layanan tepat waktu setelah staf 

menyelesaikan tepat waktu, jika tidak selesai dalam satu hari, aparatur menjamin biaya layanan.  

3.2 Saran 

Bagi Pemerintah Desa Permisan diharapkan agar terus mengevaluasi dan tetap menjaga 

kualitas pelayanan publik yang diberikan ke masyarakat mulai dari mempertahan terkait 

pemberian pelayanan publik yang tepat waktu kepada masyarakat, tetap memperhatikan terkait 

pemberian pelayanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah 

ditetapkan, tetap merespon masyarakat dengan baik tanpa membeda-bedakan terkait status, ras, 

dan kelas ekonomi, sehingga kepercayaan masyarakat Desa Permisan terhadap pemerintah desa 

akan semakin meningkat dan terus terjaga.  
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